
   

 

 
BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR  33  TAHUN 2022 

TENTANG 

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PERENCANAAN TERINTEGRASI (SI PEDAL CANTIG), 

DI KABUPATEN JOMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang :  a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang 
berkualitas diperlukan sinkronisasi perencanaan, 

penganggaran dan pengendalian, sehingga perlu 
dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan penerapan 
suatu sistem aplikasi yang terintegrasi; 

   b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 391 Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan informasi pembangunan daerah dan keuangan 

daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi 
Pemerintahan Daerah; 

   c. bahwa dalam rangka pengelolaan sistem informasi 
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, Pemerintah Daerah perlu menerapkan Sistem 
Informasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 
Terintegrasi; 

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sistem Informasi 
Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Terintegrasi (Si 

Pedal Cantig) di Kabupaten Jombang; 
Mengingat :     1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 
Anggaran Daerah Tahunan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2023; 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/E); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 

1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 

2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Jombang Tahun 2021-2041 Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E) 
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Program Jombang Berkadang Tahun 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 1/E); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI PERENCANAAN TERINTEGRASI (SI PEDAL 
CANTIG), DI KABUPATEN JOMBANG 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang. 

3. Bupati adalah Bupati Jombang. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 

Terintegrasi yang selanjutnya disebut Si Pedal Cantig adalah 
sistem elektronik yang digunakan dalam proses penyusunan 

dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah 
yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran 

yang dalam penggunaannya menerapkan konsep 
interoperabilitas data. 

6. Admin Aplikasi Si Pedal Cantig adalah petugas yang diberi 

hak akses dan tanggung jawab untuk mengoperasionalkan 
sistem informasi pengendalian dan evaluasi perencaaan 

terintegrasi. 

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 
dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. 
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8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 
untuk menentukan kebijakan menyusun rencana masa 

depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai 
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu 
tertentu di daerah. 

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. 

10. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah 

suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai 

hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan 
tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. 

11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik 
dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang 

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 
pertanggunjawaban dan peningkatan kinerja instansi 
pemerintah.  

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).  

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah 

Kabupaten, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan 
kegiatan pembangunan daerah.  

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun.  

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat 

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan 

kerangka anggaran.  

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah.  

17. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis 

daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai 
instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.  
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18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 

fungsi.  

19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam rangka mencapai (outcome) suatu 
program.  

20. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam 
pelaksanaan  kewenangan  daerah. 

21. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk 
tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang 

direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan 
yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.  

22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 
kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan 
penggunaan sumber daya pembangunan.  

23. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu 
kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk 

keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).  

24. Keluaran (output) adalah barang atau jasa dari serangkaian 

proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) 
dapat terwujud.  

25. Hasil (outcome) adalah keadaaan yang ingin dicapai atau 

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu 
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 

beberapa kegiatan dalam satu program.  

26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa 

hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian 
hasil (outcome) beberapa program.  

27. Sasaran strategis adalah rumusan kondisi yang 
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil 
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh 

dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

 

BAB II 
PENANGGUNG JAWAB DAN HAK AKSES 

Pasal 2      

(1) Penanggung jawab Sistem Informasi Pengendalian dan 

Evaluasi Perencanaan Terintegrasi (Si Pedal Cantig) ditingkat 
kebijakan adalah Sekretaris Daerah.  

(2) Penanggungjawab teknis operasional sesuai dengan tugas 

dan fungsi perangkat daerah pada setiap tahapan Si Pedal 
Cantig terdiri atas:  

a. perencanaan secara elektronik oleh perangkat daerah 
yang melaksanakan kewenangan Daerah dalam urusan 

pemerintahan bidang perencanaan;  
b. pengelolaan keuangan secara elektronik oleh perangkat 

daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah dalam 

urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan 
daerah;  
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c. pengendalian dan laporan kinerja secara elektronik oleh 
perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan 

Daerah dalam urusan pemerintahan bidang 
perencanaan; dan  

d. pengaturan hak akses dan operasional sistem aplikasi 
oleh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan 

Daerah dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi 
dan informatika. 

Pasal 3      

Pengaturan hak akses Si Pedal Cantig diatur sebagai berikut: 

a. Akun Si Pedal Cantig diberikan kepada Aparatur Sipil Negara 

pada Organisasi Perangkat Daerah;  

b. tanggungjawab atas penggunaan dan keamanan akun berada 

pada masing-masing pemegang akun;  

c. Otoritas akses Si Pedal Cantig diberikan pada pemegang 
akun, sesuai dengan peran yang bersangkutan pada 

Organisasi Perangkat Daerah; dan  

d. penambahan atau perubahan akun dan otoritas akses 

disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah kepada 
perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah 

dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan 
informatika.  

 

BAB III 

PERENCANAAN SECARA ELEKTRONIK 

Pasal 4 

Pemerintah Daerah menerapkan perencanaan berbasis elektronik 

melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang 
merupakan aplikasi berbasis web yang disiapkan oleh 
Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, 
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI SECARA ELEKTRONIK 

Pasal 5 

Pemerintah Daerah menerapkan pengendalian dan evaluasi 
berbasis elektronik sesuai data perencanaan dan pelaporan 
keuangan yang tertuang dalam SIPD yang untuk menilai dan 

mengukur capaian kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan secara periodik dalam jaringan melalui aplikasi 

Si Pedal Cantig. 
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Pasal 6 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

 
     Ditetapkan di Jombang 

     Pada tanggal  22 Juli 2022 

    BUPATI JOMBANG, 

                                                                                         
ttd 

 

 
                                                                          MUNDJIDAH WAHAB 

Diundangkan di Jombang 

pada tanggal 22 Juli 2022  

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG, 

 
 
               ttd 

 
     AGUS PURNOMO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 33/E 
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